PERANGKAT DAERAH
TUGAS POKOK

FUNGSI
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DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
Membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

provinsi.

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;

2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;

3. Pengelolaan terminal penumpang tipe B;

4. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan
jalan provinsi;

5. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;

6. Penyelenggaraan Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan
provinsi;

7. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau
barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

8. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan
perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

9. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam
Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota;

10. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan vyang
melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah
provinsi;

11. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan
taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya
melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah
provinsi;

12. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang
dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah
provinsi;

13. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan taksi
yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

14. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang
melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan
perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

15. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut bagi badan

usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas
pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah
provinsi;
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Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat
bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan
yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah
kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah
provinsi, dan pelabuhan internasional;

Penerbitan rekomendasi izin trayek penyelenggaraan angkutan
sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah
kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan;
Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian
kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta
api provinsi;

Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian
untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar
Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa terkait berupa bongkar
muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan
pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan
jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti
kemas;

Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah
provinsi;

Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan
regional;

Pembangunan, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;

Pembangunan dan penerbitan rekomendasi izin pelabuhan sungai
dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

Penerbitan rekomendasi izin usaha badan usaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpan regional;

Penerbitan rekomendasi izin pengembangan pelabuhan untuk
pelabuhan pengumpan regional;

Penerbitan rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan selama 24
jam untuk pelabuhan pengumpan regional;

Penerbitan rekomendasi izin pekerjaan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional;

Penerbitan rekomendasi izin reklamasi di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan regional;

Penerbitan rekomendasi izin pengelolaan terminal untuk
kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional;

Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;



32. Penerbitan rekomendasi izin usaha, izin pembangunan dan izin
operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
melintasi batas Daerah kabupaten/kota;

33. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi
wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah
provinsi;

34. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta
api provinsi;

35. Penerbitan rekomendasiizin operasi sarana perkeretaapian umum
yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

36. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur
perkeretaapian provinsi;

37. Penerbitan rekomendasi izin pengadaan atau pembangunan
perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api
khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

38. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya.

__ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SATUAN | TARGET |
2 3 4 5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | Capaian SAKIP (Sistem Nilai | 70-80
Penyelenggaraan Pemerintahan Akuntabilitas Kinerja Instansi
I e SO B Pemerintah) Perangkat Daerah | ] ]
Meningkatnya Kinerja Pelayanan, | Rasio Konektivitas Provinsi _Persen 0,72
Penyediaan Sarana, Prasarana dan | Rasio  Kejadian Kecelakaan | Persen 19,7
Keselamatan Perhubungan Transportasi Per 100 ribu
Keberangkatan 1 ]
Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82
Terhadap Pelayanan Publik
i o | Sektor Transportasi I
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